ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA

PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
(Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 143/PMK.01/20186,
tanggal 27 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

| a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal B2 ayat
(2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015
tentang Kementerian Keuangan, dan Peraturan
Menteri 252/PMK.01/2011
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pen-

Keuangan Nomor

gelola Dana Pendidikan, telah dibentuk Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan sebagai unit khusus
yang bertugas melakukan pengelolaan Dana
Pengembangan Pendidikan Nasional dan bertang-
gung jawab kepada Menteri Keuangan;

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
efektivitas organisasi Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan, perlu dilakukan penataan kembali or-
ganisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan; '

bahwa dalam rangka penataan kembali organ-
isasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf
b, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi telah memberikan persetu-
juan tertulis melalui surat Nomor B/1 687/M.PAN-
RB/04/2016 tanggal 10 April 2016;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan |

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pen-
gelola Dana Pendidikan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355},

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik tndo-
nesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indoresia Tahun 2015 Nomor 51);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/
PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan,

‘Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawa-

ban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pen-
didikan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor |
643);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/
PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan {Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Business News 8915/26-10-2016




Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG OR-
GANISAS! DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELO-
LA DANA PENDIDIKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan selanjutnya
disingkat LPDP adalah satuan kerja non-eselon
pada Kementerian Keuvangan yang menerap-
kan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dangundangan.

2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional selan-
jutnya disingkat DPPN adalah bagian alokasi ang-
garan pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang
sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidi-
kan (endowment fund) yang dikelola oleh LPDP.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal2

(1) LPDP bertanggung jawab kepada Menteri Keuan-

gan melalui Sekretaris Jenderal.
{2} LPDP dipimpin oleh DirekturUtama.

Pasal 3
LPDP mempunyai tugas melaksanakan pen-
gelolaan dana abadi {endowment fund} pendidikan

| yang bersumber dari DPPN dan sumber lainnya untuk

men jamin keberlangsungan program pendidikan bagi
generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3, LPDP menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia
{SDM) dan organisasi, pengelolaan keuangan dan

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

akuntansi, pengelolaan teknologi informasi, serta
pengelolaan urusan umum;
pelaksanaan perencanaan, pengembangan in-
vestasi, inisiasi, analisis kelayakan, setelmen,
monitoring dan evaluasi, pelaparan investasi,
pengelolaan pendapatan lainnya, dan koordinasi
pengelolaan aset dan kewajiban {asset and liabil-
ity management);

pelaksanaan penyusunan rencana, rekrutmen dan
seleksi, pembekalan, pelayanan, monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan beasiswa, serta pen-
gelolaan alumni dan talenta;

pelaksanaan penyusunan rencana fasilitasi dan
pendanaan, seleksi dan verifikasi proposal, pelay-
anan, monitoring dan evaluasi fasilitasi dan pen-
danaan riset dan rehabilita sifasilitas pendidikan
yang rusak akibat bencana alam, serta pengelo-
laan alih teknologi hasil riset;

penyusunan perencanaan dan penganggaran,
melaksanakan pengembangan layanan dan pros-
es bisnis, kerjasama, komunikasi dan layanan in-
formasi, manajemen risiko, pengelolaan kepatu-
han, dan koordinasi penyusunan peraturan intern
al serta pertimbangan hukum; dan
melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksa-
naan tugas LPDP.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal b

LPDP terdiri atas:

@ * 9o ao0

Direktorat Keuangan dan Umum;

Direktorat Pengembangan Layanan dan Manaje-
men Risiko;

Direktorat Investasi;

Direktorat Beasiswa;

Direktorat Fasilitasi Riset dan Rehabilitasi;
Satuan Pemeriksaan Intern; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
DIREKTORAT KEUANGAN DAN UMUM
Pasal 6
Direktorat Keuangan dan Umum mempunyai
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tugas melaksanakan pengelolaan SDM dan organisa-
si, pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengelolaan
teknologi informasi, serta pengelolaan urusan umum.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 6, Direktorat Keuangan dan

Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan tek-
nis, pelaksanaan perencanaan, rekrutmen dan
seleksi, penempatan, pengembangan, dan peme-
liharaan SDM, pengelolaan dan pengembangan
organisasi, pengelolaan kinerja, dan pelaporan
atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan
organisasi; 1

b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan
teknis, pelaksanaaan pengelolaan keuangan,
setelmen, sistem dan prosedur akuntansi, serta
pelaporan atas pelaksanaan kegiatan keuangan
dan akuntansi; dan

c. penyiapan bahan kebi-
jakan teknis, pengeloclaan dan pengembangan

dan penyusunan
teknologi informasi, pelaksanaan urusan umum,
kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik
negara (BMN}, dan pelaporan atas pelaksanaan
kegiatan teknologi informasi dan umum.

Pasal 8
Direktorat Keuangan dan Umum terdiri atas:
a. Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Or-
ganisasi;
Divisi Keuangan; dan
Divisi Teknologi Informasi dan Umum.

Pasal 9

{1) Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Or-
ganisasi mempunyai tugas penyiapan bahan dan
penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan per-
encanaan, rekrutmen dan seleksi, penempatan,
pengembangan, dan pemeliharaan SDM, pengelo-
taan dan pengembangan organisasi, pengelolaan
kinerja, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan SDM dan organisasi.

{2) Divisi Keuangan mempunyai tugas penyiapan

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

bah an dan penyusunan kebijakan teknis, pelak-
sanaan pengelofaan keuangan, seteimen, sistem |
dan prosedur akuntansi, serta pelaporan atas
pelaksanaan kegiatan keuangan dan akuntansi.
(3} Divisi Teknologi Informasi dan Umum mempun-
yai tugas penyiapan bahan dan penyusunan ke-
bijakan teknis, pengelolaan dan pengembangan
teknologi informasi, pelaksanaan urusan umum,
kerumahtanggaan dan pengelolaan BMN, dan pel-
aporan atas pelaksanaan kegiatan teknologi infor-

masi dan umum.

BAB V
DIREKTORAT PENGEMBANGAN LAYANAN DAN
MANAJEMEN RISIKO
Pasal 10
Pengembangan

Direktorat dan

Manajemen Risiko mempunyai tugas menyusun per-

Layanan

encanaan dan penganggaran, melaksanakan pengem-

‘bangan layanan dan proses bisnis, kerjasama, ko-

munikasi dan layanan informasi, manajemen risiko,
pengelolaan kepatuhan, dan koordinasi penyusunan
peraturan internal serta pertimbangan hukum.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 10, Direktorat Pengembangan

Layanan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan-

fungsi:

a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan tek-
nis, penyusunan rencana strategis bisnis, ren- |
cana bisnis dan anggaran tahunan, rencana kerja
dan anggaran satuan kerja, pelaksanaan pengem- _'
bangan layanan dan proses bisnis, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi, serta pelaporan atas
pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengem-
bangan layanan;

b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan tek-
nis, pelaksanaan kerjasama dan komunikasi, pen- |
gelolaan layanan informasi, serta pelaporan atas
pelaksanaan kegiatan kerjasama dan komunikasi;
dan

c. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan
teknis, pengelolaan kepatuhan dan manajemen
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risiko, perumusan dan penelaahan rancangan per-
aturan perundang-undangan serta penyiapan bah-
an pertimbangan hukum dalam rangka penyelesa-
ian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi LPDP, serta- pelaporan atas pelaksa-
naan kegiatan kepatuhan, manajemen risiko dan
hukum.

Pasal 12

Direktorat Pengembangan dan

Manajemen Risiko terdiri atas:

Layanan

a. Divisi Perencanaan dan Pengembangan Layanan;
b. Divisi Kerjasama dan Komunikasi; dan
¢. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

) Pasal 13

{1) Divisi Perencanaan dan Pengembangan Layanan
mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusu-
nan kebijakan teknis, penyusunan rencana strat-
egis bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan,
rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pelak-
sanaan pengembangan layanan dan proses bis-
nis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta,
pelaporan atas pelaksanaan. kegiatan perenca-
naan dan pengembangan layanan.

| (2) Divisi Kerjasama dan Komunikasi mempunyai tu-
gas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan
teknis, pelaksanaan kerjasama dan komunikasi,
pengelolaan layanan informasi, serta pelaporan
atas pelaksanaan kegiatan kerjasama dan komu-
nikasi.

{3) Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko mem-
punyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan
kebijakan teknis, pengelolaan kepatuhan dan
manajemen risiko, perumusan dan penelaahan
rancangan peraturan perundang-undangan serta
pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian
masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi LPDP, serta pelaporan atas pelaksanaan
kegiatan kepatuhan, manajemen risiko dan hu-
kum.

BAB VI
DIREKTORAT INVESTASI

_ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERI NTAH

Pasal 14
Direktorat Investasi mempunyai tugas melak-
sanakan perencanaan, pengembangan investasi, ini-
siasi, analisis kelayakan, setelmen, monitoring dan
evaluasi, pelaporan investasi, pengelolaan pendapa-
tan lainnya, dan koordinasi pengelolaan aset dan ke-
wajiban (asset and liability management}.

Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 14, Direktorat investasi meny-
elenggarakan- fungsi:

a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan tek-
nis serta rencana investasi, pengembangan in-
vestasi, pelaksanaan inisiasi dan analisis kelay-
akan investasi dan mitra, pelaksanaan analisis
portofolio investasi, dan pelaporan atas pelaksa-
naan tugas inisiasi dan analisis investasi; dan

b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan
teknis, pelaksanaan setelmen, monitoring dan
evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan tugas pen-
gelolaan investasi dan pengelolaan pendapatan
lainnya, serta koordinasi pengelolaan aset dan
kewajiban.

‘Pasal 16
Direktorat Investasi terdiri atas:
a. Divisi Inisiasi dan Analisis Investasi; dan
b. Divisi Pengelolaan Investasi.

Pasall7
{1) Divisi Inisiasi dan Analisis Investasi mempunyai
tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebi-
jakan teknis serta rencana investasi, pengemban-
gan investasi, pelaksanaan inisiasi dan analisis

kelayakan investasi dan mitra, pelaksanaan anali- |

sis portofolio investasi, dan pelaparan atas pelak-
sanaan tugas analisis investasi.

{2) Divisi Pengelolaan Investasi mempunyai tugas pe-
nyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis,
pelaksanaan seteimen, monitoring dan. evaluasi,
pelaporan atas pelaksanaan tugas pengelolaan
investasi dan pengelolaan pendapatan lainnya,

serta koordinasi pengelolaan aset dan kewajiban. '
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PENGUMUMAN/ PER

BAB VII
DIREKTORAT BEASISWA
Pasal 18
Direktorat Beasiswa mempunyai tugas melak-
sanakan penyusunan rencana, rekrutmen dan seleksi,
pembekalan, pelayanan, monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan beasiswa, serta pengelolaan alumni dan
talenta.

Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-

' maksud dalam Pasal 18, Direktorat Beasiswa meny-

elenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan tek-
nis, pengelolaan dan pelaporan atas pelaksanaan
tugas rekrutmen, seleksi, dan pembekalan peneri-
ma beasiswa;

b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan tek-
nis, pengelolaan pelayanan beasiswa, monitoring
dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan
tugas pelayanan beasiswa; dan

c. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan tek-
nis, pengelotaan, serta pelaporan atas pelaksa-
naan tugas pengelolaan alumni dan talenta.

Pasal 20
Direktorat Beasiswa terdiri atas:
a. Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa;
b. Divisi Pelayanan Beasiswa; dan
c. Divisi Pengelolaan Alumni dan Talenta.

Pasal 21
{1} Divisi Rekfutmen dan Seleksi Beasiswa mem-
punyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan
kebijakan teknis, pengelolaan dan pelaporan atas
pelaksanaan tugas rekrutmen, seleksi, dan pem-
bekalan penerima beasiswa.
{2) Divisi Pelayanan Beasiswa mempunyai tugas pe-
nyiapan bah an dan penyusunan kebijakan teknis,
pengelolaan pelayanan beasiswa, monitoring dan
evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan tugas
pelayanan beasiswa.
(3) Divisi Pengelolaan Alumni dan Talenta mempun-

yai tugas penyiapan bahan dan penyusunan ke-

RAN PEMERINTAH

bijakan teknis, pengelolaan, serta pelaporan atas
pelaksanaan tugas pengelolaan alumni dan talen-
ta.

BABV Il
DIREKTORAT FASILITAS RISET
DAN REHABILITASI
Pasal 22
Riset dan Rehabilitasi
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan ren-

Direktorat Fasilitasi

cana fasilitasi dan pendanaan, seleksi dan verifikasi
proposal, pelayanan, monitoring dan evaluasi fasilitasi
dan pendanaan riset dan rebabilitasi fasilitas pendidi-
kan yang rusak akibat bencana alam, serta pengelo-
laan alih teknologi hasil riset,

Pasal 23
Daiam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 22, Direktorat Fasilitasi Riset.
dan Rehabititasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan tek-
nis, pelaksanaan seleksi dan verifikasi proposal |
riset dan rehabilitasi, serta pelaporan atas pelak-
sanaan seleksi riset dan rehabilitasi; dan

b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan tek-
nis, pelaksanaan pelayanan fasilitasi dan pen-
danaan riset dan rehabilitasi, pengelolaan alih
teknologi hasil riset, monitoring dan evaluasi riset
dan rehabilitasi, serta pelaporan atas pelaksanaan
layanan riset dan rehabilitasi.

Pasal 24
Direktorat Fasilitasi Riset dan Rehabilitasi ter-

diri atas:

a. Divisi Seleksi Riset dan Rehabilitasi; dan
b. -Divisi Pelayanan Riset dan Rehabilitasi.

Pasal 25
(1) Divisi Seleksi Riset dan Rehabilitasi mempunyai
tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebi-
jakan teknis, pelaksanaan seleksi dan verifikasi
proposal riset dan rehabilitasi, serta pelaporan
atas pelaksanaan seleksi riset dan rehabilitasi.
(2) Divisi Pelayanan Riset dan Rehabilitasi mempun-
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yai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebi-
jakan teknis, pelaksanaan pelayanan fasilitasi dan
pendanaan riset dan rehabilitasi, pengelotaan alih
teknologi hasil riset, monitoring dan evaluasi riset
dan rehabilitasi, serta pelaporan atas pelaksanaan
layanan riset dan rehabilitasi.

BAB IX
SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
Pasal 26
Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit kerja
yang berada di bawah dan bertanggungjawab ke-
pada Direktur Utama.
Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh seorang

{1}

{2}
kepaia dan memiliki kedudukan setara divisi.

Pasal 27
Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas
melaksanakan pemeriksaan intern atas pelaksanaan
tugas LPDP.

Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 27, Satuan Pemeriksaan Intern
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai den-
gan audit charter dan audit program;
b. pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada
aktivitas usaha LPDP; dan
c. melakukan reviu terhadap laporan keuangan un-
tuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pen-
gungkapannya sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang

berlaku.
BAB X
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 29

(1) Pada LPDP dapat dibentuk kelompok jabatan
fungsional sesuai kebutuhan.

{2} Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di-

maksud pada ayat (1} mempunyai tugas melaku-

kan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejum-
lah tenaga fungsional yang terbagi dalam berb-
agai kelonipok sesuai dengan jenjang dan bidang
keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi-
kan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk
oleh pimpinan unit organisasi.

{3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud

{2)

pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutu-
han dan beban kerja.
(4} Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ke-

tentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TATA KERJA
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas, setiap Direktur
dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern di lingkungan
LPDP harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing
maupun antar direktorat di lingkungan LPDP serta |
dengan instansi lain di luar LPDP sesuai dengan tugas

masing-masing.

Pasal 32
Setiap Direktur dan Kepala Satuan Pemer-
iksaan Intern harus mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi peny-
impangan harus mengambil langkah-langkah yang di-
perlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
(1) Setiap Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan
Intern di lingkungan LPDP bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan ma-
sing-masing dan memberikan bimbingan serta pe-
tunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan i
" Intern harus mengikuti dan mematuhi petunjuk |
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dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
dan menyampaikan laporan berkala tepat wakiu.

Pasal 34

(1) Dalam menyampaikan laporan kepada Direktur

Utama, tembusan laporan harus disampaikan ke-

pada pimpinan satuan unit organisasi lain yang

secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
{2) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur dan

Kepala Satuan Pemeriksaan Intern dari bawahan

harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan un-
tuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberi-
kan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

(1) Setiap Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan
intern menyampaikan iaporan kepada Direktur
Utama.

{2) Direktur Utama menerima faporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan memerintahkan para
Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern
untuk melaksanakan penatausahaan.

Pasal 36
Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama
harus melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko.

Pasal 37

Selama organisasi dan tata kerja LPDP ber-
dasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilak-
sanakan secara efektif, maka organisasi dan tata
kerja LPDP yang telah ada sebelum ditetapkannya
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku paling
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diun-
dangkan. "

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Perubahan atas susunan organisasi dan tata
kerja LPDP sebagaimana diatur dalam Peraturan Men-
teri ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah ter-
lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Men-
teri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

Pasai 39
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/
PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 941), dicabut dan din-
yatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik In'do- |
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRt MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS|I MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
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- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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